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ABSTRAK

PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN
TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR
LAMPUNG

Oleh

Annisa Devia Putri

Prosedur pengenaan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan
suatu negara, tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan
untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Jenis pajak yang
dikenakan pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar
Lampung adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. PPh 21 adalah pajak yang
dikenakan pada penghasilan yang diterima secara rutin dan teratur oleh karyawan.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengenaan PPh 21 pada
karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Metode
penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data
melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian
Perpajakan PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Hasil penulisan
menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIl Bandar Lampung telah
menerapkan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap dengan baik, sesuai
dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Prosedur ini
melibatkan witholding system, di mana pemotongan pajak dilakukan setiap bulan
dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini disimpulkan bahwa
penerapan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan
Nusantara VII Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Kata Kunci : PPh 21, Prosedur, Pegawai Tetap
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu komponen penting dalam sistem
perpajakan di Indonesia. PPh 21 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang
paling umum dikenakan pada karyawan tetap di perusahaan. PT. Perkebunan
Nusantara VII adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan
yang memiliki karyawan tetap di Bandar Lampung. Pemahaman yang baik
tentang prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di perusahaan seperti ini
sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

benar dan karyawan tetap dapat memahami perhitungan pajak yang dikenakan.

Prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan
Nusantara VIl Bandar Lampung adalah suatu proses yang harus dilakukan sesuai
dengan Kketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap
prosedur ini perlu untuk menghindari sanksi dan masalah perpajakan yang dapat

timbul jika tidak dilakukan dengan benar.

Prosedur pengenaan PPh 21 melibatkan beberapa tahapan, termasuk
identifikasi penerima penghasilan, perhitungan penghasilan kena pajak,

pemotongan pajak, pelaporan, dan pembayaran kepada otoritas pajak. Proses ini



perlu dijalankan secara teliti dan cermat agar perusahaan tidak melanggar hukum

perpajakan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa karyawan tetap memiliki
pemahaman yang cukup tentang bagaimana PPh 21 bekerja, termasuk perhitungan
penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan hak serta kewajiban mereka sebagai wajib
pajak. Hal ini dapat membantu mencegah potensi kesalahpahaman atau
ketidakpuasan karyawan terkait dengan pemotongan pajak yang dilakukan oleh

perusahaan.

Dalam konteks perusahaan perkebunan, perpajakan menjadi aspek yang
cukup kompleks karena melibatkan berbagai jenis penghasilan seperti gaji,
tunjangan, bonus, dan insentif lainnya yang dapat menjadi bagian dari kompensasi
karyawan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prosedur pengenaan
PPh 21 sangat penting untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami prosedur pengenaan PPh 21 dengan baik, PT. Perkebunan
Nusantara VIl Bandar Lampung dapat menjalankan operasinya secara efisien dan
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sementara karyawan
tetap akan merasa lebih yakin dan teredukasi mengenai kewajiban perpajakan
mereka. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan

perpajakan yang transparan dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara VI, atau biasa di singkat dengan PTPN VII yang
terletak di JI. Teuku Umar No. 300, Kedaton, kota Bandar Lampung adalah anak

usaha dari PTPN 111 yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu,



dan teh. PT. Perkebunan Nusantara VII ini memperkerjakan banyak karyawan
yang mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda—beda, termasuk dalam

penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menarik perhatian penulis dalam
pengenaannya pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII. Penting
bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan prosedur PPh Pasal 21 dengan
benar agar menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkontribusi pada
pembangunan negara. Penulis menjadikan topik ini sebagai tugas akhir dengan
judul "Prosedur Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap di PT.
Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung" untuk menunjukkan pentingnya

pemahaman dan penerapan prosedur pajak yang benar.

1.2 ldentifikasi Masalah
Berdasarkan pentingnya Pajak Penghasilan sebagai sumber pendapatan
negara, penulis ingin mengetahui Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21

Pada Karyawan Tetap di PT. Perkebunan Nusantara V1l Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara
pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara V11 Bandar

Lampung.



1.4 Manfaat Penulisan
1) Bagi Penulis

Penulisan ini akan memberikan hasil yang bermanfaat untuk memperluas
pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari

selama proses perkuliahan, serta sebagai bentuk implementasi dalam dunia nyata.

2) Bagi PT. Perkebunan Nusantara VI

Saran untuk menjalin kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VII dan
Universitas Lampung dalam bidang akademik dan praktik kerja lapangan.
Kerjasama ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan di PT.
Perkebunan Nusantara VIl dan memberikan masukan yang berharga dalam

merumuskan kebijakan terkait penerapan pajak penghasilan.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang sehubungan dengan
prosedur penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Dengan demikian, penulis
dapat mengambil kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam dengan

mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu.



BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan 21

Menurut PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan seperti
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis yang diterima oleh
orang pribadi Subjek pajak dalam negeri. Sedangkan Menurut Ahli Pajak

Penghasilan 21 Adalah Sebagai Berikut:

Menurut Dr. Anggito Abimanyu (2021), mantan Direktur Jenderal Pajak
Indonesia, menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak
penghasilan yang paling mudah dipungut, karena ditarik langsung dari gaji atau

pendapatan karyawan.

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang

perubahan keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.

2.3 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21
Subjek Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) adalah individu atau perusahaan yang
membayar penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawan atau pegawai.

Berikut ini rincian subjek PPh 21:



Pegawai tetap.

Penerima pensiun berkala.

Pegawai tidak tetap penghasilannya.

Bukan pegawai

Peserta kegiatan, yang menerima imbalan uang saku, uang rapat, hadiah atau

penghargaan.

Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan gaji atau upah yang diterima

oleh wajib pajak individu. Objek Pajak PPh Pasal 21 mencakup berbagai macam

bentuk penghasilan yang diterima seperti:

8.

Gaji.

Tunjangan tetap.

Bonus.

Lembur.

Insentif.

Penghasilan dari pekerjaan sampingan yang diterima dari perusahaan.
Tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan
lainnya yang diterima secara reguler.

Potongan untuk asuransi kesehatan dan Jamsostek.

2.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Pada tanggal 7 November 2021 Pemerintah telah menetapkan perubahan

ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17

mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut:



Table 2.1 Tarif PKP berdasarkan UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Rp. 0 Sampai dengan Rp. 60.000.000,- 5%
Di atas Rp. 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 5000.000.000,- 25%
Di atas Rp. 500.000.000,- Rp. 5.000.000.000,- 30%
Di atas Rp. 5.000.000.000 35%

Dalam hal ini wajib pajak yang memperoleh penghasilan tapi tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21

adalah lebih tinggi 20% dari pada tarif normal.

2.5 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang dikenakan pajak,
sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang tidak

dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2.5.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan bruto yang dikenakan
pajak penghasilan setelah dikurangi PTKP dan biaya-biaya yang dapat
dikurangkan sesuai perpajakan. Tarif PPh 21 berkisar antara 5% hingga 35%

tergantung pada besarnya PKP.

2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan bruto

individu sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008




dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, besaran PTKP tahunan

adalah sebagai berikut:

1. PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin Rp. 54.000.000 per tahun.

2. PTKP Wajib Pajak Kawin Rp. 58.500.000 per tahun.

3. PTKP Tambahan untuk pasangan suami-istri yang memiliki penghasilan
digabung: Rp. 54.000.000 per tahun.

4. PTKP tambahan untuk setiap tanggungan dalam garis keturunan lurus atau
anak angkat adalah Rp 4.500.000 per tahun, dengan batasan maksimal 3
orang per keluarga.

Berikut adalah tabel besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

Table 2.2 WP Tidak Kawin Memiliki Tanggungan

URAIAN STATUS PTKP
Wajib Pajak TK/0 54.000.000
+ Tanggungan 1 TK/1 58.500.000
+ Tanggungan 2 TK/2 63.000.000
+ Tanggungan 3 TK/3 67.500.000

Table 2.3 WP Kawin Memiliki Anak/Tanggungan

URAIAN STATUS PTKP
+Wajib Pajak kawin K/0 58.500.000
+ Kawin Anak 1 K/1 63.000.000
+ Kawin Anak 2 K72 67.500.000
+ Kawin Anak 3 K/3 72.000.000




Table 2.4 WP Kawin, Suami Istri Penghasilan Digabung

URAIAN STATUS PTKP
+Wajib Pajak kawin K/0 112.500.000
+ Kawin Anak 1 K/1/1 117.000.000
+ Kawin Anak 2 K/1/2 121.500.000
+ Kawin Anak 3 K/1/3 126.000.000

2.6 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21
2.6.1 Pengertian Pelaporan Pajak Pasal 21

Pelaporan Pajak Pasal 21 melibatkan pengisian formulir SPT PPh 21,
melampirkan dokumen pendukung, dan pembayaran pajak sesuai tarif yang

berlaku. Dilakukan setiap bulan atau sesuai ketentuan perpajakan.

2.6.2 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk melaporkan perhitungan atau
pembayaran pajak. Surat Setor Pajak (SSP) adalah surat untuk membayar pajak

terutang ke kas Negara.

2.6.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setor Pajak (SSP)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk melaporkan jumlah pajak yang
sebenarnya terhutang, sedangkan Surat Setor Pajak (SSP) adalah surat untuk

pembayaran pajak yang telah terhitung dalam SPT.

2.6.4 Jenis — jenis SPT dan SSP

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) di

Indonesia terdiri dari:



1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770) .

2. SPT Tahunan PPh Pasal 22 (SPT 1771).

3. SPT Tahunan PPh Pasal 25 (SPT 1770 S).

4. SPT Masa PPh Pasal 21 (SPT 1721).

5. SPT Masa PPh Pasal 22 (SPT 1721 Al).

6. SPT Masa PPh Pasal 25 (SPT 1721 A2)

2.6.5 Flowchart Pengisian dan Pelaporan SPT dan SSP

10

Staf Perpajakan Staf Perpajakan Staf Perpajakan Staf Perpajakan
dan Keuangan dan Keuangan
Mulai Mulai
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Pengisi formulir
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|
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l
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Sertakan
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l
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1770 ke KPP/DJP

l
®

Gaji/Bukti

Pelaporan
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ke Otoritas Pajak
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l

Isi formulir SSP

l

Pajak PPh 21

l

Isi Jenis Pajak
Terutang PPh 21
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pajak terutang

l

l

}

Melakukan
Pembayaran Pajak
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|

Selesai

l
®

Melakukan
Pembayaran Pajak
melalui Bank BNI

l

Menerima Bukti
Penerimaan
Elektronik
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Keterangan:

Cara Pengisian SPT dan Pelaporan SPT

Pengisian SPT:

1. Isi formulir SPT 1770 sesuai dengan jenis penghasilan dan sumbernya.

2. Hitung jumlah penghasilan kena pajak dan pajak yang harus dibayar.

3. Sertakan dokumen pendukung seperti slip gaji atau bukti transfer.

4. Serahkan SPT 1770 ke kantor pajak atau lakukan pelaporan online melalui

aplikasi DJP Online.

Pelaporan SPT:

1.

SPT 1770 harus diisi dan disampaikan oleh wajib pajak melalui E-Filing atau

ke kantor pajak terdekat.

Isi formulir SPT sesuai dengan jenis dan masa pajak yang berlaku.

SPT harus dilampirkan dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak dan

dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Setelah SPT diisi dan disampaikan, wajib pajak akan menerima Bukti

Penerimaan SPT sebagai tanda bukti pelaporan.

Cara Pengisian SSP dan Pelaporan SSP

Pengisian SSP:

1.

2.

Mengisi formulir SSP dengan informasi identitas dan jumlah pajak yang akan
dibayarkan.

Menentukan jenis dan masa pajak yang akan dibayarkan.

3. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.
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4. Melakukan pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk oleh DJP atau

menggunakan aplikasi DJP Online.

Pelaporan SSP:

1. Surat Setor Pajak (SSP) harus diisi dan disampaikan oleh wajib pajak melalui
e-Billing atau secara manual ke bank atau kantor pos yang ditunjuk sebagai
tempat pembayaran.

2. Isi formulir SSP sesuai dengan jenis pajak yang terutang dan masa pajak yang
berlaku.

3. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan menerima Bukti Setoran

sebagai tanda bukti pembayaran.



BAB Il

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan dapat diartikan sebagai suatu rencana tentang
mengumpulkan, mengolah serta menganalis data secara sistematis dan terarah
dengan tujuan agar penulisan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang
sesuai dengan tujuan penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif
untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penulisan. Metode kualitatif
adalah langkah-langkah penulisan sosial untuk mendapatkan data deskriptif

berupa kata-kata dan gambar.

Menurut Nasution (2019), penulisan kualitatif merupakan prosedur penulisan
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang
dan prilaku yang diamati. Dalam penulisan ini diusahakan mengumpulkan data
deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan
uraian. Sedangkan tujuan dari penulisan deskriptif dilakukan untuk mengetahui
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang telah dituliskan, yang hasilnya

dipaparkan dalam bentuk laporan.

Penulis memakai metode penulisan kualitatif deskriptif yang berarti pada
proses penulisan laporan akhir ini menggunakan data yang dari berasal dari

informasi terkini dengan mendeskripsikan situasi atau studi masalah yang menjadi
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objek penulisan. Analisis data yang diperoleh (istilah-istilah, gambar atau
perilaku), serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik,
melainkan dengan memberikan gambaran atau penggambaran tentang situasi atau
syarat yang diteliti pada bentuk uraian deskriptif. Penulisan ini berbasis teori yang
telah dirancang menggunakan, mengumpulkan, menganalisis serta penyajian data

yang selanjutnya dilakukan untuk penyusunan kepada bentuk laporan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data
Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang
berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang

dilakukan penulis dengan petugas di unit bagian Perpajakan.

3.2.2 Sumber Data
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui

wawancara terhadap petugas yang ada di unit bagian Perpajakan.

3.2.3 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya untuk
memperkuat data primer, sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal,
undang-undang dan lain sebagianya yang berkaitan dengan PPh 21 atas pegawai

tetap.
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3.3 Metode Pengumpulan Data
3.3.1 Observasi

Menurut Dwiastuti (2017), observasi merupakan cara atau mekanisme
pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui proses pencatatan dari hasil
pengamatan terhadap perilaku subjek atau orang objek atau benda ataupun
kejadian tertentu tanpa ada kegiatan komunikasi dengan pihak yang diteliti atau
responden. Observasi termasuk kedalam jenis data primer karena pada teknik ini
penulis melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai
keaadaan ataupun subjek pada daerah penelitian. Pada pelaksanaan laporan tugas
akhir penulis mengobservasi data-data yang terkait dengan prosedur pengenaan
pajak penghasilan PPh 21 pada Pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII

Bandar Lampung.

3.3.2 Wawancara

Menurut Arifin (2012), adalah salah satu bentuk evaluasi non tes yang
dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak
langsung. Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab yang berkaitan
dengan prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di PT.
Perkebunan Nusantara VIl Bandar Lampung. Dengan unit bagian Perpajakan PT.

Perkebunan Nusantara VIl Bandar Lampung.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Rahman (2016), Dokumentasi merupakan data yang pada umumnya
berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter)
baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dokumen yang

digunakan dalam laporan akhir ini berupa surat pemberitahuan, arsip, peraturan,
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kebijakan, dokumen yang berkaitan dengan prosedur pengenaan pajak
penghasilan PPh 21 pada Pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VIl Bandar

Lampung.

3.4 Objek kerja Praktik

Objek kerja praktik yang digunakan berupa data pengenaan PPh 21 pada
setiap karyawan tetap di tahun 2022 yang digunakan sebagai bahan untuk
mengetahui bagaimana prosedur pengenaan PPh 21 pada Karyawan PT.

Perkebunan Nusantara VIl Bandar Lampung.

3.5 Lokasi dan waktu kerja Praktik

Lokasi dalam praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT. Perkebunan
Nusantara VIl JI. Teuku Umar No. 300, Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan
praktik lapangan kerja dalam memperoleh data dilaksanakan selama 40 hari.

Tepatnya pada tanggal 06 Januari — 10 Februari 2023.

Gambar 3.1 PT Perkebunan Nusntantara VII
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PT Perkebunan Nusantara VII dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Perusahaan BUMN ini
merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI
(Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten
Lahat, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi

Bengkulu.

Perusahaan-perusahaan  perkebunan tersebut sebelumnya merupakan
perkebunan nasionalisasi dari Pemerintah Belanda, terutama eks PT Perkebunan
X (Persero) dan PT Perkebunan XXXI (Persero). PT Perkebunan X (Persero)
semula adalah perusahaan perkebunan milik Belanda yang beroperasi di wilayah
Sumatra Selatan dan Lampung. Melalui proses nasionalisasi, perusahaan tersebut
diambil-alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Sementara itu PT
Perkebunan XXXI (Persero) pada mulanya berawal dari kebijakan Pemerintah
Indonesia pada waktu itu untuk mengembangkan industri gula di luar Pulau Jawa
pada tahun 1978. Perusahaan perkebunan ini awalnya merupakan proyek
pengembangan PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang berkantor pusat di
Surabaya. Pada tahun 1980, proyek pengembangan ini ditetapkan menjadi badan
usaha sendiri dengan nama PT Perkebunan XXXI (Persero) yang berkantor pusat

di Palembang.

Sementara itu Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) yang
berkantor pusat di Jakarta dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII
(Persero) yang berkantor pusat di Surabaya merupakan proyek Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an, tetapi karena rentang

kendali yang terlalu jauh mengakibatkan rendahnya efisiensi pengelolaan proyek
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serta kondisi topografi alam yang cukup berat mengakibatkan tingginya biaya

eksploitasi proyek sehingga proyek tersebut berjalan kurang optimal.

Pada bulan Oktober 2022, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk
subholding pabrik gula di internal PTPN 11, perusahaan ini resmi menyerahkan
pengelolaan Pabrik Gula Bunga Mayang dan Pabrik Gula Cinta Manis ke anak
usaha PTPN 11l yang lain, yakni PT Sinergi Gula Nusantara. Walaupun begitu,
perusahaan ini tetap mengelola aset yang berupa kebun tebu. Dua pabrik gula
tersebut sebelumnya dikelola oleh anak usaha PTPN VII sendiri, yakni PT Buma

Cima Nusantara.

3.6 Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi
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3.7 Visi Misi PT. Perkebunan Nusantara VIl

1.

Visi

Menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Misi

Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan
menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta
ramah lingkungan.

Menghasilkan produk bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu
tinggi untuk pasar domistik dan pasar ekspor.

Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha
yang efektif guna menumbuh kembangkan perusahaan.

Mengembangkan usaha industri yang integrasi dengan bisnis inti (karet, kelpa
sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbarukan.

Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya yang
dimiliki perusahaan.

Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan

lingkungan bisnis yang kondusif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan
Nusantara VIl Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap di perusahaan tersebut
telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008
dan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Prosedur
pengenaan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap telah dilakukan dengan
withholding System, dimana pemotongan pajak dilakukan oleh unit perpajakan
dan dibayarkan oleh bendahara atau pemegang kas yang berada dalam

perusahaan.

Prosedur tersebut mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data
karyawan, penghasilan karyawan, perhitungan penghasilan kena pajak,
pemotongan PPh 21 sesuai dengan tarif yang berlaku, dan pelaporan pajak.
Pelaporan pajak juga telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan
Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, yang dilakukan secara

online melalui E-filing.
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Dengan demikian, PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah
melaksanakan prosedur pengenaan pajak PPh Pasal 21 dengan baik dan benar,
sehingga karyawan tetap yang bekerja di perusahaan tersebut telah dikenakan
pajak dengan withholding System secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya
berdampak positif pada pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, serta
meningkatkan kepatuhan karyawan dalam membayar pajak yang nantinya akan

berdampak baik pada sektor pendapatan negara.

5.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dari Bab sebelumnya, Penulis memberikan sedikit

saran sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara VII untuk tetap mempertahankan dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari
masalah serta sanksi dan tetap mengamati informasi yang terbaru mengenai
perubahan terbaru yang berlakukan oleh Mentri Keuangan, maupun
Direktorat Jendral Pajak.

2. PT. Perkebunan Nusantara VII khususnya bagian keuangan akan jauh lebih
baik jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip

gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara perhitungan pajaknya.
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